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Tindak pidana penyelundupan bibit lobster merupakan tindak pidana khusus,
sehingga Penyidik Kepolisian melakukan koordinasi dengan Penyidik Balai
Karantina Ikan Provinsi Lampung dalam rangka mencari serta mengumpulkan
bukti-bukti permulaan dalam proses penyidikan. Permasalahan penelitian ini
adalah: (1) Bagaimanakah koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai
Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana
penyelundupan bibit lobster di Lampung? (2) Apakah faktor penghambat
koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Karantina Ikan dan
Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan bibit lobster di
Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan
pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Kepolisian
Daerah Lampung, Penyidik PNS Balai Karantina Ikan Provinsi Lampung dan
Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang selanjutnya
dianalisis dan dibahas secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Balai Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana
penyelundupan bibit lobster di Lampung, dilaksanakan dengan Penyidik
Kepolisian menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS,
memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi  penyidikan kepada
PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara,
menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum,
tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang disidik oleh
PPNS, rapat secara berkala serta melaksanakan penyidikan bersama. (2) Faktor-
faktor penghambat koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai
Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana
penyelundupan bibit lobster di Lampung adalah sebagai berikut: a) Faktor aparat
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penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan
secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik
penyidikan guna mengungkap tindak pidana penyelundupan bibit lobster b) Faktor
sarana, yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana penyidikan di Balai
Karantina Ikan Provinsi Lampung sehingga penyidikan terkadang mengalami
hambatan c) Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan
masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum
terhadap pelaku penyelundupan bibit lobster. d) Faktor budaya, yaitu masih
adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar
hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penyidik dalam melaksanakan penyidikan
dengan sebaik-baiknya hendaknya jujur dan bertanggung jawab serta bertujuan
untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. (2)
Penyidik Kepolisian dan PPNS agar meningkatkan kemampuan di bidang teknik
dan taktik penyidikan sehingga upaya penanggulangan tindak pidana
penyelundupan bibit lobster dapat optimalkan, dan untuk mengantisipasi terjadinya
tindak pidana penyelundupan bibit lobster.
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